
~engingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Und g Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tab n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ko a Besar dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat, dan Daerah Isti1ewa Djogjakarta, 
sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang P rubahan Undang 
Undang Nomor 16 dan 17 T un 1950 tentng 
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lembaran Negara Re ublik Indonesia 
Tahunl954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tah n 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 5587), 

M nimbang bahwa untuk melaksanakan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Ta n 2019 tentang 
Perangkat Daerah Yang Melaks akan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Kesatuan B gsa Dan Politik 
dan Pasal 2 huruf e angka 4 Perat ran Daerah Kota 
Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 t ntang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kota Pekalong Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan S sunan Perangkat 
Daerah Kota Pekalongan, maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota tentang Kedu ukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta ata Kerja Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik; 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E A 

TENT ANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DA FUNGSI 

SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA D N POLITIK 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 82 TAHUN 2020 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 



PERATURAN WALIKOTA TENTA G KEDUDUKAN, 
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DA FUNGSI SERTA 
TATA KERJA SADAN KESATUAN BAN SA DAN POLITIK. 

I enetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Nomor 5 Tahun 
sunan Perangkat 

Daerah Kota 

Perubahan Atas Peraturan Daer 
2016 Ten tang Pembentukan Dan 
Daerah Kota Pekalongan (Lemb 
Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3); 

sebagaimana telah diubah bebera a kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 
tentangPerubahan Kedua atas Und g-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Peme ntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indon ia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran egara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 T un 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamady Daerah Tingkat 
II Pekalongan, Kabupaten Dae ah Tingkat II 
Pekalongan dan Kabupaten Daerah ingkat II Ba.tang 
(Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 1988 
Nomor 42, Tambahan Lembaran egara Republik 
Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T un 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran egara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indon sia Nomor 5887 
sebagaimana telah diubah dengan Pe turan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perub an Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 entang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No or 11 Tahun 2019 
tentang Perangkat Daerah Yang Mel csanakan Urusan 
Pemerintahan di Bidang Kesatuan angsa Dan Politik 
(Serita Negara Republik Indonesia T un 2019 Nomor 
194); 

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tah n 2016 Tentang 
Pembentukan Dan Susunan Peran kat Daerah Kota 
Pekalongan (Lembaran Daerah Kota ekalongan Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 T un 2020 tentang 



BAB II 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISA I 
SADAN KESATUAN BANGSA DAN POLIT K 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

Sadan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana u san pemerintahan 
umum bidang kesatuan bangsa dan politik. 
Sadan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ay t (1) dipimpin oleh 
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Walikota meiatui Sekretari:s Daerah. 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 
Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memilik] tanggung jawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilak~lkan oleh pejabat 
pelaksana. I 
Jabat~n ~truktural adalah jabatan yang secara tegas rda dalam struktur 
orgamsasi. 
Jabatan Pelaksana adalah klasifikasi jabatan Pegawj· Negeri Sipil yang 
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, d pola kerja. 
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kurnpulan jaba an fungsional yang 
terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jaba n fungsional yang 
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya. 

tanggung jawab 
an publik serta 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

( 1) 

I 
(2) 

1 ' . 

1 

1 

9. 

8. 

7. 

6. 

4. 
5. 

3. 

2. 

D am Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai un ur penyelenggara 
Peferintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan ur san pemerintahan 
y~g menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekal ngan. 
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali ota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan ur 
yang menjadi kewenangan Daerah. 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjut a disebut Sadan 
Kesbangpol adalah Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan. 
Kepala Sadan adalah Kepala Sadan Kesatuan Bang dan Politik Kota 
Pekalongan. 
Jabatan Administrator adalah jabatan yang memili 
memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelay 



Kepala Sadan dalam melaksanakan tugas sebagaimana di aksud pada Pasal 5 

~

enyelenggarakan fungsi : 
perumusan dan penetapan sasaran, program bidang k satuan bangsa dan 
politik; 
perumusan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan po itik; 
penyelenggaraan kebijakan di bidang pembinaan ideol logi Pancasila dan 
wawasan kebangsaan, penyelenggraaan politik dalam negeri dan 
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan efonomi, sosial dan 
budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan J intra suku, umat 
beragama, ras dan golongan lainnya, pembina dan peberdayaan 
organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewas adaan nasional dan 
penanganan konflik sosial di wilayah kota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan; 
pengoordinasian di bidang pembinaan ideologi Pan asila dan wawasan 
kebangsaan, penyelenggraaan politik dalam neg ri dan kehidupan 
dernokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, s sial dan budaya, 
pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, mat beragama, ras 
dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kem syarakatan, serta 
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penagan konflik sosial di 
wilayah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan per ndang- undangan; 

olitik. urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan 

Pasal 6 

BAB III 
TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kepala Sadan 

Pasal s 
K pala Sadan mempunyai tugas membantu Walikota d am melaksanakan 

Pasal 4 
B an susunan organisasi Badan Kesbangpol sebagaiman dimaksud dalam 
P sal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagia tidak terpisahkan 
d · Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 

S sunan Organisasi Badan Kesbangpol terdiri dari: 
a. Kepala Sadan; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Ban 
d. Seksi Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Dini dan Pen ganan Konflik; 
e. Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Organisasi 

Kemasyarakatan; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 



Bagian Kedua 
Subbagian Tata Usaha 

Pasal 7 
(1 Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kep a Subbagian yang 

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Badan. 

(2' Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 
a. menyusun bahan sasaran, program dan kegiatan bfdan; 
b. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan bf.dan; 
c. melaksanakan koordinasi perencanaan dan koor inasi pelaksanaan 

kegiatan badan; 
d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan evaluasi capaian 

kinerja, sasaran, program dan kegiatan; 
e. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan ministrasi umum 

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehurrtsan, pengelolaan 
barang milik daerah, bahan kerj~sama, sarana frasarana teknologi 
informasi, perpustakaan dan kearsipan; 

f. mengelola, menatausahakan dan melaporkan bid g keuangan; 
g. mengelolaan data dan informasi; 
h. melaksanakan koordinasi penyelesaian tin ak lanjut hasil 

pemeriksaan; 
i. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi 

Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) idang tugasnya; 
j. mengelola penyusunan laporan Analisis Jabat (ANJAB), Analisis 

Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan 
k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

g. 
aerah; 

fungsi 
penyelenggaraan fasilitasi forum koordinasi pimpinan 
pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan 
kesekretariatan; 

h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembina , pengevaluasian, 
dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksana tugas; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Waliko a sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang embinaan ideologi 
Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggraa politik dalam 
negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ke ahanan ekonomi, 
sosial dan budaya, pembinan kerukunan antar suk dan intra suku, 
umat beragama, ras dan golongan lainnya, f ilitasi organisasi 
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspada nasional dan 
penaganan konflik sosial di wilayah Kota sesuai engan ketentuan 
peraturan perundang- undangan; 

bidang 
f. 



Bagian Keempat 
Seksi Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Dini dan Pen ganan Konflik 

Pasal 9 
Seksi Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Dini dan enanganan Konflik 
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam mel sanakan tugasnya 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepal Sadan. 
Seksi Politik Dalam Negeri, Kewaspadaan Dini dan enanganan Konflik 
mernpunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pendidikan pplitik, etika budaya 

politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelemb aan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum pemilihan umum 
kepala daerah, pemantauan situasi politik, ewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, ten a kerja asing dan 
Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan 
penanganan konflik; 

b. menyusun bahan kebijakan bidang pendidikan olitik, etika budaya 
politik, peningkatan demckrasi, fasilitasi kelemb aan pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum pemilihan umum 
kepala daerah, pemantauan situasi politik, ewaspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, te a kerja asing dan 

f. dar Operasional 
bidang tugasnya; 

ngsaan, bhineka 

gsa mempunyai (2) 

sa dipimpin oleh 
gasnya berada di 

Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter B 
seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan t 
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sadan. 
Seksi ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter 
tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang ideologi, 

bela negara, karakter bangsa, pembauran 
tunggal ika dan sejarah kebangsaan; 

b. menyusun bahan kebijakan bidang ideologi, 
bela negara, karakter bangsa, pembauran 
tunggal ika dan sejarah kebangsaan; 

c. melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, 
bela negara, karakter bangsa, pembauran 
tunggal ika dan sejarah kebangsaan; 

d. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wa asan kebangsaan, 
bela negara, karakter bangsa, pembauran ke angsaan, bhineka 
tunggal ika dan sejarah kebangsaan; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang ideologi, wawasan 
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pemb uran kebangsaan, 
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; 
menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S 
dan 

g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

( 1) 

Bagian Ketiga 
Seksi ldeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakte Sangsa 

Pasal 8 



KepaJa Sadan. 
(~) Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Ag a dan Organisasi 

Kemasyarakatan mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana kegiatan bidang ketahanap ekonomi, sosial, 

budaya, Iasilitasi pencegahan penyaJahgunaan rarkotika, fasititasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat keper ayaan, pendaftaran 
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan medi si sengketa ormas, 
serta pengawasan ormas dan ormas asing; 

h. menyusun bahan kebijakan bidang ketahan ekonomi, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasititasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat keper yaan, pendaftaran 
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan medi si sengketa ormas, 
serta pengawasan ormas dan ormas asing; 

a dan Organisasi 
eksi yang dalam 
ung jawab kepada 

Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, 
Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala 
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertan 

Pasal 10 

Lembaga asing, fasilitasi kelernbagaan bidang ewaspadaan dan 
penanganan konflik; 

c. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan po itik, etika budaya 
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembag an pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum 
kepala daerah, pemantauan situasi politik, waspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tena a kerja asing dan 
Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang ewaspadaan dan 
penanganan konflik; 

d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan p itik, etika budaya 
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembag an pemerintahan, 
perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum 
kepala daerah, pemantauan situasi politik, waspadaan dini, 
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, ten a kerja asing dan 
Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang ewaspadaan dan 
penanganan konflik; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang endidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fas· itasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, emilihan umum/ 
pemilihan umum kepala daerah, pemantau~ situasi politik, 
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemant uan orang asing, 
tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi k lembagaan bidang 
kewaspadaan dan penanganan konflik; [ 

f. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi S dar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (S bidang tugasnya; 
dan 

g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Kelima 
Seksi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama d 

Kemasyarakatan 



(5' Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan 
perundang-undangan. 

(6 Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan fungsional pola hubungan 
kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ~ imaksud ayat (1) 
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- ndangan. 
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tuga dan bertanggung 
jawab kepada kepala Sadan melalui Kepala Seks dan/atau Kepala 
Subbagian sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang emiliki keterkaitan 
dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. 

sebagaimana 

c. melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan arkotika, fasititasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat keperc yaan, pendaftaran 
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan media i sengketa ormas, 
serta pengawasan ormas dan ormas asing; 

d. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, 
budaya, Iasilitasi pencegahan penyalahgunaan arkotika, fasititasi 
kerukunan umat beragama dan penghayat keperc yaan, pendaftaran 
ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan media i sengketa ormas, 
serta pengawasan ormas dan ormas asing; 

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang k tahanan ekonomi, 
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahg naan narkotika, 
fasititasi kerukunan umat beragama dan peng ayat kepercayaan, 
pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evalu si dan mediasi 
sengketa ormas, serta pengawasan ormas dan orm s asing; 

f. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi St dar Operasional 
Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP bidang tugasnya; 
dan 

g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiat 

Bagian Keenam 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 11 
(I] Pada Badan Kesbangpol dapat dibentuk Kelompok Jab tan Fungsional. 
(2 Kelompok J abatan Fungsional sebagaimana dimakiud pada ayat ( 1) 

terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan funlfsional yang terbagi 
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3 Jumlah Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dJmaksud pada ayat 
(1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja:. 

(4 Jenis dan jenjang Kelompok jabatan fungsional seb I aimana dimaksud 
ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan per turan perundang 
undangan, 



(4 

(3 

(2 

Pasal 15 
Kepala Sadan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural 
eselon III.a. 
Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi erupakan jabatan 
pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a. 
Selain Kepala Sadan, Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala Seksi dan 
Kelompok Jabatan Fungsional, terdapat jabatan pelakta. 
Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan Kelompok abatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan b rdasarkan analisis 
jabatan dan analisis beban kerja. 

( 1 

BABY 
KEPEGA W AIAN 

Pasal 14 

(1) Setiap pimpinan pada Sadan Kesbangpol wajib men ampaikan laporan 
pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat w tu kepada atasan 
masmg-masing. 

(2~ Setiap laporan yang diterima dapat diolah dan dip rgunakan sebagai 
I bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan ntuk memberikan 

petunjuk kepada bawahan masing-masing. 
(3) Setiap laporan Sadan Kesbangpol tembusannya apat disampaikan 

kepada perangkat daerah lain yang secara fung ional mempunyai 
hubungan kerja. 

Pasal 13 

(1) Kepala Sadan wajib mengawasi bawahan dan mengam il langkah-langkah 
yang diperlukan sesuai dengan peraturan perund g-undangan yang 
berlaku apabila terjadi penyimpangan. 

(2) Kepala Sadan bertanggung jawab mernimpin dan mengoordinasikan 
bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunju bagi pelaksanaan 
tugas bawahan. 

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi masing-masing rtanggung jawab 
rnemberikan bimbingan, pembinaan dan petunjuk k pada bawahannya 
serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang 
jabatannya masing-rnasing, 

D am melaksanakan tugasnya Kepala Sadan wajib m nerapkan prinsip 
ko rdinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi se ara vertikal dan 
ho · ontal baik di lingkungan masing-rnasing rnaupun de gan instansi lain 
se uai dengan tugasnya. 

Pasal 12 

BAB IV 
TATA KERJA 



BERlTA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2020 OMOR 82 

D~ ndangkan di Pekalongan 
pada tanggal 30 November 2020 

M. SAELANY MA I HFUDZ 

Ttd 

WALIKOTA PEKA ONGAN, 
Cap 

Pasal 18 
P a saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan ikota Pekalongan 
N mor 91 Tahun 2018 tentang Tugas Dan Fungsi Kanto Kesatuan Bangsa of Politik Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalo gan Tahun 2018 
N1mor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 19 
Pe aturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundan kan. 

A ar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu dangan Peraturan 
w ikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah K ta Pekalongan. 

Ditetapkan di Pek ongan 
pada tanggal 30 No I ember 2020 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

K tor Kesbangpol Kota Pekalongan yang dibentuk sebe m ditetapkannya 
Pe aturan Walikota ini, tetap melaksanakan tugas pokok d fungsinya sampai 
de gan dilakukan penataan ASN dan ditetapkannya pe abat berdasarkan 
Pe aturan Walikota ini. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 
U ian tugas Badan Kesbangpol diatur lebih lanjut dengan eraturan Walikota 
te sendiri. 
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